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ABSTRACT

State administrators have an important role in realizing the goals of the state
as mandated in the Preamble to the 1945 Constitution.of the Republic of Indonesia.
In carrying out its system, Indenesia applies-a presidential. system which gives the
president a_lot of power to create a stable government. Prerogative is a special
power that is owned by a president without being interfered by other institutions. This
view seems to place the president as having absolute authority and cannot be limited
according to the principle of checks and balances in the teachings of the constitution
adopted by Indonesia..One “of them is the preSident has the prerogative in the
appointment and dismissal of ministers as regulated in Article 17 paragraph (2) of
the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. With a presidential system, the
president is also sought to be in a stable political condition of government to run his
government from threats of dismissal or other performance barriers.

This writing uses a normative juridical research method, where the author
uses laws, journal articles, books and supporting documents in analyzing the
relevance between the appointment of ministers in the presidential system and the
prerogative rights possessed by the president.

As for the formulation of the problem in the author's research, namely, first,
how is the existence of the president's prerogative in the 1945 Constitution of the
Republic of Indenesia, and second, is the regulation of Law No. 39 of 2008 in
accordance with the principles:of presidential prerogatives.

The conclusions in this paper are: First, the constitutional authority of the
president in appointing and dismissing ministers Is stated in Article 17 paragraph (2)
of the 1945 Constitution. 39 of 2008 concerning State ministries. Second, the
emergence of political parties and the presidential threshold has led to a coalition
that has an impact on the neutrality of the president.in carrying out his authority to
appoint ministers who will became his assistants in carrying out their roles as head
of government and head of state..Where the phenomenon of the minister entrusted
from the coalition party.

Key Words : Presidential System; Prerogative Rights; President's powers; Minister
Appointment



ABSTRAK

Penyelenggara negara mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan
tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjalankan sistemnya, Indonesia
menerapkan sistem presidensial yang memberi presiden banyak kekuasaan untuk
mewujudkan pemerintahan+.yang stabil. Hak prerogatif merupakan kekuasaan
istimewa yang dimiliki oleh seorang presiden tanpa dapat dicampuri oleh lembaga
lainnya. .-Pandangan tersebut seolah-olah ~menempatkan presiden memiliki
kewenangan yang sangat mutlak dan tidak dapat dibatasi sesuai prinsip checks and
balances dalam ajaran konstitusi- yang:dianut Indonesia. Salah satunya presiden
memiliki® hak prerogatif " dalam___pengangkatan, dan pemberhentian menteri
sebagaimana diatur _dafam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik "Indonesia Tahun 1945. Dengan sistem presidensiil pula presiden
diupayakan berada dalam kondisi politik pemerintahan yang stabil untuk
menjalankan pemerintahannya dari ancaman pemberhentian. maupun hambatan
kinerja lainnya.

Kepenulisan ini mengunakan metode penelitian secara yuridis normatif, di
mana penulis menggunakan undang-undang, artikel jurnal, buku dan dokumen yang
mendukung dalam menganalisa terkait relevansi antara pengangkatan menteri pada
sistem presidensil serta hak hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian yang penulis yaitu
pertama, bagaimana keberadaan hak prerogatif presiden di dalam undang-undang
dasar negara republik indonesia tahun 1945, dan 'kedua apakah pengaturan undang-
undang nomor 39 tahun 2008 ‘telah |sesuai*dengan prinisip-prinsip hak prerogatif
presiden.

Kesmpulan dalam penulisan ini yaitu Pertama, kewenangan konstitusional
presiden dalam mengangkat serta memberhentikan menteri disebutkan di dalam pasal
17 ayat (2) UUD 1945. Pelaksanaan pengangkatan menteri diatur lebih lanjut dalam
bentuk syarat pengangkatan dan pemberhentian Menteri pada Undang-Undang No.
39 tahun 2008 Tentang kementerian negara. Kedua, Munculnya partai politik dan
ambang batas Presiden menyembabkan terjadinya koalisasi yang berdampak pada
kenetralitasan presiden dalam menjalankan kewenanganya untuk menunjuk menteri
yang akan menjadi pembantunya dalam menjalankan perannya sebagai kepala
pemerintah dan kepala negara. Dimana terjadinya fenomena menteri titipan dari
partai koalisi.

Kata Kunci : Sistem Presidensial; Hak Prerogatif; Kekuasaan Presiden;
Penunjukan Menteri

Xi
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PENDAHULUAN

pemerintahan adalah suatu sistem tertentu yang menjelaskan bagaimana hubungan

antara alat-alat perlengkapan negara yang tertinggi di suatu negara.”.' Sehingga

sistem pemerintahan itu dapat disebut sebagai keseluruhan dari susunan atau tatanan

! Noviati, C. E. (2013, Juni). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. Jurnal Konstitusi, 10(2), hal. 337-
338.
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yang teratur dari lembaga-lembaga negara yang berkaitan satu dengan yang lainnya

baik langsung maupun tidak langsung menurut suatu rencana atau pola untuk

mencapai tujuan negara tersebut.

2 Sari, 1. (2020). Karakteristik Pemerintahan Moderen Ditinjau dari Perspektif Ilmu Negara. Diaksess
pada Maret 25, 2022, dari Journal Universitas Suryadarma: http://journal.universitassuryadarma.ac.id
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dan badan eksekutif, Di dalam studi ilmu negara dan ilmu politik dikenal adanya tiga

sistem pemerintahan negara, yaitu®:

Yt

AL\

kan oleh Utrecht

intahan, yaitu:

LARAE

Nana

Saat ini ‘ sistem psial untuk pemerintahannya.

Pelaksanaan ini tentu kekuasaan atau biasa disebut

pitna

dengan trias politica yang stem presidensial. Jimly Asshiddigie

% Soehino. (2005). Ilmu Negara. Yogyakarta: Liberty, hal. 242-243
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berpendapat bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia terdapat lima

prinsip atau hal yang penting, yaitu *

1) Presiden dan Wakil Presiden merupakan .satu institusi penyelenggara

3) y il Pre dapa akan pertanggungjawabannya

4) Jente ah pembani Q angkat dan diberhentikan

pemerintahan, ditentukan pula bahwa masa jabatan seorang Presiden adalah selama

* Rannie, M. (2021, Desember). Hak Prerogatif Presiden di Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945.
Simbur Cahaya, 28(2), hal. 104.
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lima tahunan dan tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari dua periode dua

masa jabatan.

sidensial. Terdapat
tiga rantin f. Karena adanya
pembagian k angan besar di tangan
organ unipe mudah membuat

presidensial

kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif sama-sama
sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan negara dapat diatur,

dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan
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kekuasaan oleh aparat penyelenggara Negara ataupun pribadi-pribadi yang sedang

menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi.

Dalam pemerintahan presidensiil kekuasaan, eksekutif dengan kekuasaan

Seca
diangkat da
memberhen eoran : 1o dan perwakilan rakyat
tidak menye kebij S 3 i ark ﬂ leh menteri yang

bersangkutan.

defusion of powers yang antara lain presidensiil separation of powers dan
parlementer defusion of powers. Pada sistem parlementer, baik pemerintah maupun
parlemen itu dapat saling membubarkan. Pemerintah dapat dibubarkan oleh parlemen

apabila tidak mendapat dukungan mayoritas dari anggota parlemen, parlemen pun
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dapat dibubarkan oleh pemerintah melalui kepala negara apabila dianggap tidak
mencerminkan lagi aspirasi rakyatnya. Dan yang keempat, sistem parlementer kepala

pemerintahan adalah Perdana Menteri, sebagai kepala eksekutif yang ditetapkan oleh

pembentukan kabinet ama imal at “bargaining politik’

untuk memg

umumnya ialah warga ya : . erkotaan dan kalangan berpendidikan

menengah ke atas.’

® Yani, A. (2018, Juli). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktik. Lentera Hukum,
5(2), hal. 269.

® Indonesia, L. S. (2009, Juli 18-28). Kriteria Ideal Menteri dan Evaluasi Atas Kinerja SBY Menjelang
Terbentuknya Kabinet Baru. Diakses pada April 04, 2022, dari
https://www.viva.co.id/berita/politik/86026-Isi-sby-diharapkan-bentuk-zaken-kabinet



https://www.viva.co.id/berita/politik/86026-lsi-sby-diharapkan-bentuk-zaken-kabinet

Penunjukan menteri yang semestinya merupakan hak prerogatif sepenuhnya
Presiden, pada kenyataannya rekruitmen menteri oleh Presiden tidak bisa 100%
menggunakan hak prerogatifnya karena adanya etika koalisi yang dijadikannya
pertimbangan utama  dalam..melakukan. reshuffle ». kabinet kementerian.
Konsekuensinya, Presiden tidak bernyali untuk berani menempatkan menteri
sepenuhnya dari kalangan profestonal. Alhasil, reshuffle kabinet oleh Presiden masih

tidak memberikan ruang untuk terciptanya kabinet dari tenaga professional.

Persoalan diatas menimbulkan pandangan bahwa pelaksanaan hak prerogatif
Presiden bukan murni dilaksanakan untuk memenuhi tugas kewajiban konstitusional
Presiden, tetapi sering dipergunakan imbal jasa politik, artinya diberikan sebagal
hadiah kepada mereka yang secara politis berjasa kepada Presiden. Pada saat lain, hak
prerogatif juga digunakan untuk menyingkirkan orang-orang yang baik tetapi tidak
sejalan dengan _kebijakan-kebijakan , Presidén. “Untuk contoh imbal jasa politik
misalnya adalah pengangkatan seseorang menjadi menteri dalam kabinet karena telah
memberikan dukungan kuat ketika pencalonan presiden, sedangkan contoh untuk
penyingkiran politik adalah diberhentikannya “menteri yang menurut masyarakat

cukup baik dan jujur.’

Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi dan dalam

menyelenggarakan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggungjawab berada di

"MD, M. M. (1999). Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi (Pertama ed.). Yogyakarta: Gama Media Atas
Kerjasama Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation, hal. 257
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tangan Presiden. Pemberhentian maupun pengangkatan menteri yang telah terjadi
selama ini merupakan salah satu contoh praktek ketatanegaraan yang terkadang

menyebabkan timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan hak prerogatif. Secara

kepada Pre are ah memberikan etika pencalonan

Presiden.®

Dalam Pengangkatan Dan Pembe Menteri Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2008

8 H. Kaharudi, H.M, Asmara, G., Minollah, & Jayadi, H. (2016, Desember). Hak Prerogatif Presiden
dalam Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan UUD
1945. Media Hukum, 23(2), hal. 138.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis dapat menyusun

rumusan masalah yang nantinya akan dikaji secara lebih mendalam dalam bab

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan atau literature dalam bidang
hukum, khususnya Hukum Tata Negara.
2. Penelitian ini agar bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan

penulis yakni terhadap Hak Prerogratif Presiden Dalam Pengangkatan Dan

10
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Pemberhentian Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008

Tentang Kementerian Negara.

D. Tinjauan Pustaka

S %

an bahwa sistem

b LA L LY

a lembaga-lembaga
rangka kepentingan

suatu negara maka

Menurut Dasril Radjab, Sistem pemerintahan terdiri dari dua kata, yaitu sistem

dan pemerintahan. Masing-masing mempunyai pengertian. Apabila digabungkan,

% Kusnardi, M., & Ibrahim, H. (1983). Pengntar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Pusat Studi
Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hal. 171

11
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kedua kata tersebut menjadi suatu pengertian yang berkaitan dengan sistem
ketatanegaraan. Dilihat dari segi etimologi sistem adalah sekelompok bagian-bagian

(alat dan sebagainya) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud.

dan sehs

adalah sege an.y Kuk egara enyelenggarakan
kesejahtera ' : ak diartikan sebagai
pemerinta a me kan tug lainkan juga meliputi

tugas-tugas

Melihat

>
@D
«
QD
=
QD
<
>
«
@
3
@
>
@D

wall

A5y

=

Staatsleer,

sistem kenegaraan inilah yang ke dibentuk oleh lembaga pemerintah yang

10 Radjab, D. (1994). Hukum Tata Negara Indonesia (Pertama ed.). Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal. 57
1 Jurdi, F. (2014). llmu Politik Ideologi dan Hegemoni Negara (Pertama ed.). Yogyakarta: Graha
llmu, hal. 71

12 prodjodikoro, W. (1989). Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia (Keenam ed.). Jakarta: Dian
Rakyat, hal. 58

12
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diberikan kewenangan dalam membentuk norma untuk dilaksanakan demi tegaknya

penjaminan sosial dalam artian luas.

Menurut Bintan R..Saragih menyatakan bahwa si

‘mﬁm“\\‘\m‘ a . baga-lembaga negara

em pemerintahan merupakan

keseluruhan d
yang be

menurut ¢

\‘E\g‘

Sejalan aNge ) 3 a mly Asshiddigie
mengemukaka Ster : ngan pengertian
regeringsd er ggaraan  p 3 eh eksekutif dalam
hubungannya denga o _'+ Atif. Car pal emikian sesuai dengan

teori dichotomy, ya i agai i elling), sedangkan

badan eksekutif, maka sistem pemerintahan di dalam negara yang mengadakan atau

13 saragih, B. R. (1985). Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan di Indonesia (Pertama ed.).
Jakarta: Perintis Press, hal. 58
1 Konstitusi, M. (2016). Sistem Pemerintahan Negara (Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan
Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral
Mahkamah Konstitusi, hal. 8

13
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menyelenggarakan sistem pemerintahan kekuasaan itu, didapatkan adanya tiga

macam sistem pemerintahan, yaitu'>:

1. Negara dengan sistem pemerintahan presidensial;

> Huda, N. (2014). llmu Negara. Jakarta: Rajawali Perss, hal. 252
16 Johansyah. (2018, Mei). Hak Prerogatif Presiden Menurut UUD 1945. 16(2), hal. 197.

14
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luar biasa (extraordinary) tanpa ada hukum yang secara eksplisit mengaturnya, dan

hal tersebut terkadang bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme.*’

Secara teoritis, prerogatif diterjemahkan .sebagai hak istimewa yang

"prerogatif" dalam S nggl (diberi preferensi) dalam

makna hukumnya.®

Apabila dilihat dari sudut pandang pranata hukum khususnya hukum tatanegara,

prerogatif berasal dari sistem ketatanegaraan Inggris (United Kingdom). Menurut

7 Susanto, M. (2016, Desember). Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden. Yudisial, 9(3),
hal. 238.

% Wikipedia. (2017, Juni 23). Prerogatif. Diakses pada April 04, 2022, dari Wikipedia:
https://id.wikipedia.org/wiki/Prerogatif

15
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Dicey, hak prerogatif secara historis dan sebagai sebuah fakta aktual, tampaknya
tidak lain hanyalah residu dari kewenangan diskresi yang dimiliki Ratu /Raja.

Kewenangan diskresi Raja tersebut bukanlah berasal dari undang-undang yang

bahwa ha H ja atau ratu yang
secara huk ﬂ au ratu dan para
menteri.kek ‘ ratu atau pejabat
negara lain J ditentutkan atau

John e dala U Two Treatises of Government

Sementara itu,
mengungkapkan prerogatif sebagai kekuasaan untuk bertindak menurut keputusan

sendiri (diskresi) untuk kebaikan publik, tanpa memastikan ketentuan hukum,kadang-

19 Nurhadi. (2007). Pengantar Studi Hukum Konstitusi. Bandung: Nusa Media, hal. 454
2 Huda, N. (2001, Oktober). Hak Prerogatif Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara. Jurnal
Hukum, 18(8), hal. 4.

16
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kadang bahkan melawan hukum itu sendiri (“This power to act according
todiscretion for the public good, without the prescription of the law and

sometimeseven against it, is that which is called prerogative”). Dalam konteks ini

, 1a menyatakan
bahwa hak: prer ad: ] secara langsung
oleh konsti an pa gan tersebut jatif adalah hak secara

konstitusio ang o '_ Dre paik termasuk dalam

wewenang (authory) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan

! Repository UMY. (n.d.). Tinjauan Pustaka Hak Prerogatif. Diakses pada April 04, 2022, dari
Repository UMY:
http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/20475/6.%20BAB%2011.pdf?sequence=6&is

Allowed=y

17
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bersama atas nama masyarakat. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hukum dan

dengan peraturan pemerintah beserta lembaga-lembaganya.?

Lembaga negara adalah salah satu bagian penting dalam menjalankan sistem

the legal orde " gy ge ° ch Hans Kelsen terkait
kelembagaan ' a, maka dapa artikan | a negara tidak hanya

diartikan secare i 1la ra luas. Yang berarti

yang terdiri dari orang-orang yang berdasarkan undang-undang atau badan hukum.

Kemudian negara dan badan pemerintahan memiliki alat perlengkapan dari yang

2 Arion, T., Indarja, & Saraswati, R. (2016). Kedudukan Menteri Koordinator Dalam Sistem
Ketatanegaraan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian
Negara. Dipnogoro Law Journal, 5(3), hal. 2.

% Isharyanto. (2015). Hukum Kelembagaan Negara (Studi Hukum dan Konstitusi Mengenai
Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia) (1 ed.). Surakarta: Fakultas Hukum Sebelas
Maret Surakarta, hal. 1-2

18
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yang tinggi hingga ke pegawai yang rendah, orang yang menjalankan kewenangan

dengan jabatan pegawai negara tersebut dapat disebut sebagai alat-alat perlengkap.®*

Menurut Logeman, negara merupakan organisasi otoritas yang mempunyai fungsi

fungsi-fun

2 g

terperinci

disebut jaba

A

Kement Indonesia yang

merupakan

u presiden dalam

S RN
UL

K\ &)
2Nz
: “‘ :

entu dari kegiatan-

bertanggung jawab

tingkat atasnya yang memberi tugas. Pemerintah dibawahnya sebagai penerima tugas

%% Chaidir, E., & dkk. (2020). Hukum Tata Negara Indonesia (1 ed.). (M. H. Abadi, Ed.) Depok, Jawa
Barat, Indonesia: Raja Grafindo Persada, hal. 167.

> Rusnan. (2013, April). Kedudukan Wakil Menteri dan Implikasinya Pada Sistem Ketatanegaraan
Indonesia. Kajian Hukum dan Keadilan, 1(1), hal. 182

%% Ulya, Z. (2016, Juni). Kedudukan Wakil Menteri Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan
Negara Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Legislasi Indonesia, 13(2), hal. 215.

19


https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Indonesia

un ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

IS.JI9AI

nery we[sy sej

bertanggung jawab kepada yang memberi tugas dan turut serta dalam melaksanakan

urusan pemerintahan yang bersangkuta. 2’

Pada dasarnya kementerian negara merupakan, perangkat pemerintah yang

N

epada pemilihan

Y

maupun peraturan kebijakan.

2’ Ppitono, A. (2012, Maret). Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan. Kebijakan Publik, 3(1), hal. 21.

8 Noviantika, T., & Taufig, M. (2021, Januari). Eksistensi Kementrian Negara Dalam Sistem
Presidensil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara.
Muhammadiyah Law Review, 5(1), hal. 2.

20
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E. Konsep Operasional

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak diartikan sebagai kekuasaan atau

kewenangan untuk melakukan sesuatu. Sementara itu prerogatif didefinisikan sebagai

karena ked a sebagai kepal indz jasa, gelar, grasi,

amnesti.?®

presiden berasal dari
i menduduki. Jika

ditinjau da : nakan presiden | ‘ menduduki. Kata

uk pimpinan suatu

organisasi, per : pinan suatu negara.

Presiden Indone Republik  Indonesia)
adalah kepala negara seka KE nem ahan Indonesia. Sebagai kepala

negara, Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala

2% Susanto, M. (2014, Oktober 14). Memahami Istilah Hak Prerogatif Presiden. Diakses pada April
04, 2022, dari meisusanto.com: https://meisusanto.com/2014/10/14/memahami-istilah-hak-prerogatif-
presiden-pengertian-dan-karakter-hak-prerogatif/

¥ Najib. (2017). Bab Il Kajian Pustaka . Diakses pada April 04, 2022, dari eprints:
http://eprints.stainkudus.ac.id/1854/5/FILE%205%20BAB%2011.pdf
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pemerintahan, Presiden memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-

tugas pemerintah sehari-hari. *

Menteri (bahasa Inggris: minister) adalah jabatan,politik yang memegang suatu

® Wikipedia. (2022, Februari 22). Presiden Indonesia. Diakses pada April 04, 2022, dari Wikipedia:
https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Indonesia

% Wikipedia. (2021, November 7). Menteri. Diakses pada April 04, 2022, dari Wikipedia:
https://id.wikipedia.org/wiki/Menteri
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departemen, kementerian negara, lembaga pemerintah non-kementerian, maupun

. 33

instansi pemerintahan lain, termasuk lembaga nonstruktura

F. Metode Penelitian

atau mene an pokok masalah

yang seda erogratif Presiden
Dalam Pe Undang-Undang
Nomor 39 aka penilitian ini

digolongka

2. Bahan-Ba

b) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memiliki fungsi untuk
menambah atau memperkuat serta memberikan penjelasan terhadap bahan hukum

primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain, buku-buku

¥ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara

23
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serta pendapat para ahli dalam berbagai literature yang berhubungan dengan materi

penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

kum primer yakni

enulis olah dengan

4. Metode Penarikan Kesimpulan
Metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif.
Metode penelitian deduktif yaitu teknik penarikan kesimpulan dari hal-hal yang

umum ke khusus.

24
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

A. Sistem Pemerintahan di Indonesia

tuk pemerintahan
menurut ju ya menjadi enam,

yaitu **

. Oligarki; dan

f.  Republik.

** http://repository.unpas.ac.id/13436/4/G%20-%20BAB%20I1.pdf Diakses pada tanggal 29 Juni 2022,
Pukul 21:28 WIB
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Sedangkan C.F. Strong menjelaskan pemerintahan dalam arti luas sebagai
aktifitas bada-badan publik yang terdiri dari kegiatan-kegiatan eksekutif, legislatif,

dan yudikatif dalam mencapai tujuan sebuah negara, dan dalam arti sempit, beliau

ada 4 (empat)
unsur yang te alan : , a.pihak yang terlibat,
yang ke : : : @’ t penguasa atau

yaitu rakyat, dan

erintahan yang berfungsi dan

menjalankan kekuasaan;

% https://abdulkadir.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/362/2018/01/BAB-I.pdf Diakses pada
tanggal 09 Juni 2022, pukul 14.40
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4) Kekuasaan untuk membuat peraturan perundangundangan, untuk menangani
perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dengan monopoli atas

kekuasaan yang sah.

Berdasarkan sifat hubungan antara organ-organ yang diserahi kekuasaan yang ada
di dalam negara, khususnya berdasarkan sifat hubungan antara badan legislatif dan
badan eksekutif, maka sistem-pemerintahan di’dalam, negara yang mengadakan atau
menyelenggarakan sistem pemisahan kekuasaan maka sistem pemerintahannya dapat
dibagi tiga macam yaitu: Sistem Pemerintahan Parlementer, Sistem Pemerintahan

Presidensil dan Sistem Pemerintahan Badan Pekerja, atau referendum.®

Sistem pemerintahan merupakan gabungan dua istilah yaitu “sistem” dan
“pemerintahan”. Pengertian sistem adalah adanya hubungan fungsional antara badan
satu dengan badan lainnya secara keseluruhan. Sedangkan pemerintahan adalah
segala urusan yang dilakukan oleh“negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan
rakyatnya dan kepentingan negara sendiri. Secara garis besar sistem pemerintahan

dibagi menjadi dua yakni sistem pemerintahan presidensial dan parlementer.*’

Sementara itu Samuel Edward. Finer menyatakan bahwa istilah “government”

paling sedikit mempunyai empat arti, yaitu *:

% Soehino, llmu Negara, Liberty, Yogyakarta, 2005, him.242-243
$"https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_hubungan_kewenangan_pemerint
ah_pusat_dan_daerah.pdf Diakses pada tanggal 11 Juni 2022, Pukul 21:10 WIB

% Indah Sari, Karakteristik Sistem Pemerintahan Modern Ditinjau Dari Perspektif Ilmu Negara, hal
5. https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jmm/article/download/520/486, Diakses pada
tanggal 11 Juni 2022, pukul 21:30 WIB
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1) Menunjukkan kegiatan atau proses memerintah, yaitu melaksanakan kontrol
atas pihak lain (the activity or the process of governing);

2) Menunjukkan masalah-masalah (hal ikhwal) negara dalam mana kegiatan

eksekutif dan pa f : emerintahan dimana adanya

pemisahan yang tegas a Q a ‘ nen).c sekutif (presidensial), ketiga,
sistem pemerintahan parlemente “ urni dan sistem presidensial yang tidak

murni®

% Bintar R. Saragih, Sistem Pemerintahan dan Lembaga Perwakilan Indonesia, Perintis Press, Jakarta,
1985, him. 76-79.

28



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Sejak zaman awal kemerdekaan hingga kini, Indonesia telah “mencicipi” dan

bahkan memiliki pengalaman pahit dengan berbagai sistem pemerintahan;

presidensial, parlementer, dan campuran antara keduanya (semi presidensial). Pada

sebagai

2

an '-4

bertanggun rasa parlementer
(dapat dise Orde Baru dan

ggungjawaban Presiden

- NAR AN

"\
'Fa\ .
ﬁ-‘ '

o
o
nsi
=3
o
o
ma

RI ke-1V ters

Reformasi

perubahan di nege

organ negara sehingga tidak dapat lagi dijelaskan menurut cara berpikir lama (UUD

1945 pra amandemen).
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Perubahan yang dihadirkan saat reformasi yaitu adanya pokok pikiran baru yang

diadopsi di dalam UUD 1945 itu. Empat di antaranya adalah®’:

a) penegasan dianutnya cita demokrasi dan nomokrasi secara sekaligus dan

sebelum a eme ~dalam penjelas ntang tujuh kunci

pokok siste

1)

2) saa ertinggi rmusyawatan Rakyat

5) Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi dibawah

MPR.

0 Jimly Asshiddigie, “Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun
19457, makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional V111 yang diselenggarakan
oleh BPHN Dephukham RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003, him. 2.
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6) Menteri negara adalah pembantu presiden, menteri negara tidak

bertanggungjawab kepada DPR.

7) Kekuasaan kepala negara tidak terbatas.

Selesainya perubahan keempat UUD Tahun 1945 menimbulkan pandangan
bahwa Indonesia telah mengarah kepada purifikasi Sistem Presidensial. Hal ini

ditandai dengan beberapa ciri, diantaranya :

* Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen
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1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui Pemilu;
2. Pembatasan masa jabatan Presiden;

3. Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dijatuhkan selama masa jabatannya

seperti ditulis da ene Sra, 1 I parlementer masih
belum hila : residensia di’ Indonesia saat ini,
khususnya dalam bidang legislasi.** Oleh karen: Jikatakan, sejak zaman

kemerdekaan sar ini S il ari  bentuk sistem

pada UUD 1945 dengan beberapa perubahan seiring dengan adanya transisi menuju

sistem pemerintahan yang baru. Sistem pemerintahan baru diharapkan berjalan mulai

*2 Saldi Isra. 2010. Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Legislasi Parlementer dalam Sistem
Presidensial Indonesia. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
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tahun 2004 setelah dilakukannya Pemilu 2004. Pokok-pokok sistem pemerintahan

Indonesia adalah sebagai berikut*®:

1) Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah

2) K SIS pemerintahan

3) Preside )a gus ke intahan. Presiden

4) inet ata anoka presi gung jawab kepada

5) r ato ian (bikame an Perwakilan Rakyat

6) Kekuasaan yudikatif dije Viakamah Agung dan badan peradilan

dibawahnya.

“https://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_hubungan kewenangan_pe
merintah_pusat_dan_daerah.pdf Diakses pada tanggal 13 Juni 2022, pukul 14:54 WIB
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Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsure-unsur dari sistem pemerintahan
parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-

kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem

2) Presid n e ertimbangan atau

3) Presider | '_ rlu pertimbangan atau

bikameral, mekanisme cheks and ba dan pemberian kekuasaan yang lebih besar

kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran

Dari rangkaian perjalanan sistem pemerintahan Indonesia, apabila dikatakan

sistem pemerintahan presidensiil, Indonesia tidak menganut asas pemisahan
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kekuasaan. Begitupun, apabila dikatakan sistem parlementer, tidak terdapat
mekanisme pembagian kekuasaan yang jelas, bahkan cenderung mengadopsi kedua

sistem. Sistem pembagian kekuasaan yang dianut itu tidak terpisah antara lembaga

yang menjelas : ala an negara yang
tertinggi @ pada umumnya
dibedakan dan parlementer,

diluar kedu a parlementer atau

HRERATAEY

S
>
RS
S
QD
3
D
3
=

<)
=

kuasa presi

Inti dari
eksekutifnya
karena ia juga
tanggungjawab
anggota kabinet, bertanggungjawab atas urusan
epada Presiden, bukan kepada

\\,‘“

asaan, maka Presiden maupun anggota

departemen mereka, u‘. a ‘

legislatif. Untuk memastikan

* 1smail Sunny, Mekanisme Demokrasi Pancasila, cet.vi, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), him. 9-10.
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kabinet sama-sama tidak bisa menjadi anggota dewan legislatif. Pemerintahan

presidensial ditandai dengan 4 (empat) ciri utama *°

e
;
7
L/

%
Y
fo

** Ari Wuisang dan Yunani Abiyoso, Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Amerika
Serikat Dan Indonesia : Sebuah Pencarian Presidensialisme Yang Efektif, PALAR (Pakuan Law
Review) Volume 08, Nomor 01, Januari-Juni 2022, hal. 297-298
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B. Hak Prerogatif Presiden Yang Berlaku di Berbagai Negara

1. Hak Prerogatif Presiden di Amerika

Ahli hukum e Pantja Astawa yang merupakan ahli dari pemerintah.

latter is, wholly responsible to the chief

6 Ribkha Annisa Octovina, Sistem Presidensil di Indonesia, CosmoGov : Jurnal IImu Pemerintahan
Vol.4, No.2, Oktober 2018, hal. 248
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Menurut Saldi Isra, Sistem Pemerintahan Presidensial tidak dapat dipisahkan dari
AS. Dalam literatur dinyatakan, Amerika Serikat tidak saja merupakan tanah

kelahiran Sistem Presidensial, tetapi juga contoh ideal karena memenuhi hampir

akan secara tegas

bahwa AS didapati dengan

et

menentuka

“Kekuas n menjabat selama

empat ta pada jangka waktu

«2A%NNNE

e

<&
<>

yang sama

Kemudian, Pasa

“Presiden adalah

Q &“‘ Ang Darat dan Angkatan Laut

Amerika Serikat, dan milis apabila sedang dipanggil untuk tugas
yang nyata bagi kepentingan AS, Presiden dapat meminta pendapat secara tertulis
dari pejabat utama dalam masing-masing departemen pemerintah mengenai

masalah apapun yang berkaitan dengan jabatan mereka masing-masing dan

*" Saldi Isra. 2010. Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Legislasi Parlementer dalam Sistem
Presidensial Indonesia. Jakarta : RajaGrafindo Persada. Hal. 31
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Presiden memiliki wewenang untuk memberikan penangguhan dan pengampunan
untuk kejahatan terhadap AS kecuali dalam kasus dakwaan dan tuntutan terhadap

pejabat negara (impeachment)”.

Amerika

ditetapk

L
%
o
2
[
 (p

Pemisah:

=

=2

QD

g

<

>

5-".
-i‘;‘ﬁ‘
o -

<23

a

D

3

=

g

5

:

=

Sistem Presidensial Amerika at sangat mendekati teori Trias Politika
Monstesquieu, sehingga dalam beberapa hal nampak jelas pemisahan kekuasaan
antara eksekutif dan legislatif. Presiden dan Menteri tidak ikut dalam pembicaraan di
Kongres (misal dalam pembahasan RUU). Kongres tidak dapat menjatuhkan

pemerintah (Presiden), tetapi sebaliknya Presiden tidak dapat membubarkan Kongres.
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Namun demikian, ada pula sisi-sisi kerjasama antara eksekutif dan legislatif,
misalnya dalam pengangkatan pejabat penting terutama para menteri dan dan hakim

Mahkamah Agung, diperlukan advice dan consent Senat dan perjanjian perjanjian

kekuasaan badan-badan tersebut yang saling membatasi satu sama lain dengan

asas checks and balances;

5) negara-negara Bagian mempunyai hak yang sama;

*8 A.S.S. Tambunan. 2001. Hukum Tata Negara Perbandingan. Jakarta : Puporis, h. 103
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6) keadilan ditegakkan melalui Badan Yudikatif yaitu Mahkamah Agung
(Supreme Court) yang bebas dari pengaruh kedua badan lainnya (Legislatif

dan Eksekutif) dan menjamin hak-hak kebebasandan kemerdekaan individu

peluang u i K : sesuatu yang di luar

konstitusi,

ketika Pres

namanya d

kemudian di

v A )1 )\

S
Q&
s

A\
D

K=}
@]
=
@D
=
=
[en)
o
=
D
3

kaitan sesuat
atributif. Apa

dikaitkan dengan ¢

kaitan dengan kewena

prerogatif.”

Menurut Astawa, sebagai pranata tata negara, prerogatif berasal dari sistem

ketatanegaraan Inggris. Hingga saat ini pranata prerogatif tetap merupakan salah satu

49 http://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3065-2962/Sistem-Pemerintahan-Presidensiil_29742_p2k-unkris.html
5Doiakses pada tanggal 13 Juni 2022, pukul 15.07
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sumber hukum, khususnya sumber hukum tata negara di Kerajaan Inggris. Dalam
konteks pemaknaan atau pengertian prerogatif, Astawa mengutip pendapat dari

Dicey, seorang pakar hukum tata negara kenamaan Inggris yang merumuskan

ment:
o
&

&
i
=)
ﬁ 4
a
g
4
v

that may be usefull to the commu e executor of the laws, having the power
in his hands, has by the common law of nature a right to make use of it for the

good of the society ..... till the legislative can conveniently be assembled to

*! Mei Susanto, Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden, Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 3
Desember 2016, hal. 244.
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provide for it.” Dengan demikian, secara doktrinal, kekuasaan prerogatif adalah
kekuasaan yang diberikan kepada eksekutif sebagai bagian dari diskresi yang

lahir dari tuntutan masyarakat dan demi kebaikan masyarakat sampai legislatif

umnya, dimana
ah kepala negara
6 tahun. Presiden
dibantu oleh kabine _+ jisla h dewan perwakilan.
ng dan 14 hakim

an Yudisial >

partai. Pemerintahan memiliki tiga cabang interdependen: legislatif, eksekutif, dan

yudisial.

52https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handIe/123456789/10957/05.4%20bab%204.pdf?sequence=8&is
Allowed=y Diakses pada tanggal 14 Juni 2022, pukul 19:47 WIB
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BAB 111

PEMBAHASAN

Indonesia JIP ewu| i ,ﬁ’ ang baru menuju

Indonesia

terkandung

. '
yang biasa I: )bjek dale afe anegaraan. Didalamnya
0N N0 b > n
-
ok

hak-hak prerogatif selain mempuna angan ke dalam juga kewenangan dalam

hubungan keluar yang terdapat dalam UUD 1945. berdasarkan kedudukan dan

> Jimly Asshiddigie.Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. Hal. 95.
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kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara, harus dalam konteks kedaulatan rakyat
yang dilaksanakan menurut UUD 1945.>*

UUD 1945, menurut A.K. Pringgodigdo, memberikan hak prerogatif pada

pgatif Presiden;

itu pula pasal-

diiakukan oleh
an tetapi hanya
et atau Menteri yang
ani oleh Presiden
iwaktu raja masih

D) hal-hal yang

memegang kekuasaan pemerintahan dalam pasal ini menunjuk pada pengertian

presiden menurut sistem pemerintahan presidensial. MenurutJimlyAsshiddigie,

> Johansyah, Hak Prerogatif Presiden Menurut UUD 1945, Jurnal Unpal, Volume 16, Nomor 2, Bulan
MEI, Tahun 2018, hal. 196

>> Ni'matul Huda, Hak Prerogatif Presiden dalam Perspektif Hukum Tatat Negara Indonesia, Jurnal
Hukum, No.18 Vol.8, Oktober 2001
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dalamsistempemerintahanpresidensial tidakterdapatpembedaan atau tidak perlu
diadakan pembedaan antara kedudukan presiden selaku kepala negara dan kedudukan

presiden selaku kepala pemerintahan.

pihak lain.

dimiliki ole

dalam arti t

*® Jimly Asshiddigie, 2012, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Penerbit
Sinar Grafika, Jakarta, him. 107
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UUD 1945 sebelum amandemen memberikan kekuasaan yang sangat besar
kepada Presiden Republik Indonesia. Besarnya kekuasaan presiden dalam UUD 1945,

karena®’:

Melihat pengaturan mengenai Hak Prerogatif Presiden dalam ketiga UUD yang
pernah berlaku di Indonesia tersebut, maka dapat dijelaskan mengenai sejarah singkat
ketiga UUD tersebut beserta ketentuan-ketentuan Pasalnya yang mengatur mengenai

Hak Prerogatif Presiden.

> ibid
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Pada masa pendudukam Japang di Indonesia, yaitu pada tanggal 29 April 1945
dibentuk suatu badan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan, yang

mulai bekerja pada tanggal 28 Mei 1945 dan telah melakukan sidang dua kali, yaitu

1945.

negara Indone ne a0 ) d emerintah Jepang

dibentuk dekaan Indonesia

EL Y

(PPKI) d untuk persiapan

kemeerdeka an tugasnya, pada
tanggal 15 kalah perang oleh

sekutu, sehi vah kendali bangsa

et & L Y

ah anggotanya yang

maka PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan UUD 1945. Pada tanggal 16
Juli dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)

dengan beberapa perubahan. Perubahan itu dilakukan oleh Panitia Sembilan yang

>8 Johansyah, Hak Prerogatif Presiden Menurut UUD 1945, Volume 16, Nomor 2, Bulan MEI, Tahun
2018, hal 199-200
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dibentuk dengan Ketuanya Bung Karno. Dalam batang tubuh UUD 1945 tersebut

terdapat Pasal-Pasal tentang hak prerogatif Presiden, yaitu:

1) Pasal 5 ayat (2) UUD 1945

pengangkatan serta

amandemen yang

dengan adanya Presiden saja telah ada pemerintahan. Kedudukan menteri itu
tergantung pada Presiden. Presiden berhak penuh  mengangkat,
memberhentikan, menggantikan menteri dan tidak lagi diperlukan adanya
badan sebagai formatur yang berhak menyusun komposisi dan personalia

kabinet, berpedoman kepada efisiensi kerja. Menteri-menteri negara adalah

49



pemimpin departemen. Dalam praktek menteri-menteri inilah yang terutama
menjalankan kekuasaan eksekutif. Merekalah yang lebih mengerti tentang
seluk beluk departemennya dan pada hakikatnya mereka berpengaruh pada
Presiden _dalam menentukan kebijaksanaan pemerintah dalam lingkungan
departemen masingmasing.”’

Pada Pasal 17 UUD Tahun 11945 ini; Presiden diberikan kewenangan dalam
mengangkat  dan memberhentikan menteri-menteri “sebagal ‘pembantu presiden.
Meskipun mempunyai kewenangan mutlak dalam pengangkatan menteri, dalam
prakteknya masih sangat terikat dengan partai-partai pendukung atau pihak lain yang
telah membuat komitmen politik dengan presiden ketika suksesi pemilihan presiden
dan wakil presiden berlangsung. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa saat ini di
dalam UUD 1945 tidak ada lagi yang benar-benar menjadi hak prerogatif presiden
yang dapat dilakukan tanpa-mendapat persetujuan atau pertimbangan terutama dari
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga representasi rakyat.*

Tugas utama seorang presiden adalah untuk menjaga konstitusi dan
melaksanakan Undang-Undang. Berdasarkan kejelasan pengaturan di dalam UUD,
tugas presiden dapat diklasifikasikan menjadi-dua jenis, yaitu kekuasaan yang secara
eksplisit diatur dalam konstitusi (enumerated constitutional powers); dan kekuasaan
yang implisit (implied constitutional powers). Dalam kedudukan sebagai Kepala

Negara, menurut M. Solly Lubis, bahwa Presiden mempunyai hak-hak prerogatif,

>? Ibid, hal 203.
% Ni'matul Huda, IlImu Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, him.169
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selain menyangkut kewenangan ke dalam juga kewenangan dalam hubungan ke luar,
yang dalam UUD 1945 diperinci sebagai berikut®:

1. Pasal 10: Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat,

|
A
Y

&i
v

dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewenangan prerogatif itu, sehingga konsisten

*1 Solly Lubis, Paradigma Hukum ketatanegaraan Indonesia Dalam Rangka Ulang Tahun ke-90, Enam
Media, Medan 2020, hal. 308-309
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selalu dengan nilai-nilai, asas-asas dan norma-norma yang terdapat dalam ketiga
landasan ketatanegaraan.®?

Pada Perubahan Pertama UUD 1945 dilakukan perubahan secara parsial terhadap

Menteri-menteri
erubahan Pertama

adi diberhentikan

pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-

undang;

%2 bid, hal. 309
% https://www.bphn.go.id/data/documents/struktur_ketatanegaraan pasca_amandemen.pdf
Diakses pada tanggal 22 Juni 2022, pukul 23:09

52


https://www.bphn.go.id/data/documents/struktur_ketatanegaraan_pasca_amandemen.pdf

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Kesepakatan tentang sistem pemerintahan presidensial malahan berujung pada
perubahan sistem Kketatanegaraan. Berlakunya sistem presidensial —murni

mengakibatkan berkurangnya wewenang dan kedudukan MPR sebagai lembaga

metabolisme ketatanegaraan di Indonesia.

% Aidul Fitriciada Azhari, Catatan Kritis Konstitusi Hukum Tata Negara, Politik, Hukum Islam, Solo
Penerbit SI, 2009, hal. 161
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Dalam penjelasannya BP MPR menguraikan ciri khas sistem presidensial,
yaitu®:

1) Presiden adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang mempunyai

2) Fi c 5 ama lima tahun

3) dengan lembaga
awasi dan saling
4) UD 1945, anggota
arena itu DPR dapat
a DPR menganggap
negara yang telah
a MPR dapat diundang untuk
rtanggungjawaban kepada
g Istimewa, MPR dapat mencabut
kekuasaan dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila
Presiden sungguh-sungguh melanggar garis-garis besar haluan negara
dan/atau UUD.
* MPRRI
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Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) mempunyai banyak arti.
Dalam konteks itu, Sri Soemantri mengatakan, bahwa amandemen tidak saja

memiliki arti menjadi lain isi serta bunyi ketentuan dalam Undang-Undang Dasar

ernasional lainnya
kehidupan rakyat
atau mengharuskan

engan persetujuan

b) g : angke residen memperhatikan

memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”.
Pasal 14 ayat (2): “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan

memperhatikan pertimbangan DPR”.

66 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Setelah Amandemen)
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d) Pasal 15: “Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain- lain tanda kehormatan
yang diatur dengan undang- undang”.

e) Pasal 17 ayat (2): “ Mentri-mentri itu diangkat da diberhentikan oleh

9) ( d : omisi Yudisial kepada

h) ) ] o 58t ol Mo . 3 igkat dan diberhentikan

e

Sebelum amandemen U 194 i antara kewenangan presiden yang

diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas merupakan hak prerogatif presiden, yang
dapat dilaksanakan sendiri oleh Presiden tanpa harus meminta persetujuan atau
pertimbangan dari lembaga lain. Namun setelah dilakukannya amandemen terhadap
UUD 1945, hampir tidak ada kewenangan presiden yang dapat dilakukan sendiri

tanpa meminta persetujuan atau pertimbangan dari lembaga lain, 1945.
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B. Prinsip-Prinsip Hak Prerogatif Presiden di Dalam Undang-Undang Nomor 39

Tahun 2008

Presiden Republik.Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana

an hukum berupa

manusia®’. Sebagai

2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

&7 Jemmy Jefry Pietersz, “Prinsip Good Governance Dalam Penyalahgunaan Wewenang,” SASI 23, no.
1(2017): 167
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4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam

Undang-undang

Sehingga presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan memiliki

dimaksudkan untuk memudahkan Presiden dalam menyusun kementerian negara

karena secara jelas dan tegas mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan
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organisasi kementerian negara. Adapun beberapa pasal penting terkait dengan
lembaga kementerian yaitu®:

1) Pasal 12 Presiden membentuk Kementerian luar negeri, dalam negeri, dan

W

Pasal 16 Pembentuke

Pasal 13, dan Pasal 14 paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Presiden
mengucapkan sumpah/janji.

Bagian Kedua Pengubahan Kementerian

68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara
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6) Pasal 17 Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak dapat

diubah oleh Presiden.

7) Pasal 18 ayat (1) Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat

Perwakilan Rakyat paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat Presiden
diterima.

3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) Dewan Perwakilan Rakyat belum menyampaikan pertimbangannya,

Dewan Perwakilan Rakyat dianggap sudah memberikan pertimbangan.
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Bagian Ketiga Pembubaran Kementerian

asal 13 dapat
ewan Perwakilan

A agama, hukum,

\‘i‘é\ 3

5
5
'iﬁ\i\\?

ewan Perwakilan

c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi
kemerdekaan;

d. sehat jasmani dan rohani;

e. memiliki integritas dan kepribadian yang baik; dan
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f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

turut;

. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
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d. melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23; atau

e. alasan lain yang ditetapkan oleh Presiden. (3) Presiden memberhentikan
sementara Menteriyang didakwa. melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Ketentuan tersebut mengisyaratkan: ' bahwa menteri-menteri negara yang
membidangi” urusan. tertentu tersebut berada di bawah presiden dan bertanggung
jawab kepada presiden. presiden memiliki hak penuh untuk memilih menteri-menteri
negara yang akan membantu menjalankan tugas kekuasaan pemerintahan. Karena
itulah, yang bertanggung jawab kepada publik terhadap keberhasilan pelaksanaan
pemerintahan yang menjadi urusan menteri negara tertentu adalah Presiden.*

Secara konseptual, menteri dalam sistem presidensial adalah sepenuhnya
pembantu presiden, artinyasmenteri dalam kabinet merupakan perpanjangan tangan
presiden yang melaksanakan sepenuhnya kebijakan yang telah digariskan oleh
presiden. Tidak boleh ada campur tangan partai dalam penentuan garis-garis
kebijakan dari presiden kepada menterinya. Mengingat bahwa dalam sistem
presidensial, program eksekutif sepenuhnya.berpatokan kepada kontrak sosial antara
Presiden dengan rakyat. Tidak ada ikatan kepentingan program dengan partai,
walaupun Presiden dicalonkan oleh koalisi partai tertentu. Hal ini berbeda dengan

penjabaran fungsi menteri dalam sebuah kabinet parlementer. Pada kabinet

% www.bloggaul.com/meitanisyah/readblog/99689/sistem-presidensial-pascaperubahanuud-1945 .
Sept. 11, 2010, Diakses pada tanggal 25 Juni 2022, Pukul 23:16 WIB
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parlementer, menteri adalah pengemban misi partai atau dapat pula dikatakan sebagai
representasi partai-partai dalam kabinet koalisi di lembaga eksekutif. Maka dalam
kabinet koalisi, program kerja kabinet adalah produk kompromi antara kepentingan
partai anggota dengan partai pemenang.”

Hal tidak jauh berbeda dengan sikap publik di Indonesia yang menganggap hak
prerogatif sebagai kekuasaan .istimewa yang;dimiliki oleh seorang presiden tanpa
dapat dicampuri oleh lembaga lainnya. Pandangan tersebut seolaholah menempatkan
Presiden Indonesia memiliki kewenangan yang sangat mutlak dan tidak dapat
diimbangi dan dibatasi sesuai prinsip checks and balances dan ajaran konstitusi yang
dianut Indonesia. Hal tersebutlah yang membuat ambigu, karena seharusnya dalam
negara hukum-yang demokratis berdasarkan konstitusionalisme tidak boleh ada
jabatan atau pemangku jabatan yang tidak bertanggung jawab.”

Salah satu contoh hak~prerogatif yang selalu dikemukakan adalah mengenai
pengangkatan menteri yang dianggap. sebagai hak eksklusif presiden, tanpa dapat
dicampuri lembaga lainnya, apalagi dikontrol. Padahal hak tersebut telah diatur dalam
UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Kementerian Negara, sehingga apabila presiden
melanggar ketentuan dalam preses pengangkatan menteri bukankah harus tetap
dikontrol? Di sinilah ruang perdebatan mengenai hak prerogatif selalu menarik untuk

diulas.

"https://www.chartapolitika.com/?option=com_content&view=article&id=116%3Akabinetprofesion
al-dan-sistem-presidensial&catid=38%3Ayuniarto-widjaya Diakses Pada Tanggal 25 Juni 2022, Pukul
23:45 WIB

"t Mei Susanto, Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden (Kajian Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 22/PUUXII/2015), Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 3 Desember 2016, hal. 238
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Pada dasarnya pandangan terkait dengan hak prerogative yang dimiliki presiden
masih memunculkan perdebatan antara para ahli hukum tata negara Indonesia,
dimana pandangan yang berbeda dapat dilihat dari pendapat Saldi Isra mengutip
pendapat Bagir Manan menyatakan bahwa. hak prerogatifsmerupakan hak presiden
yang diberikan langsung oleh konstitusi. Sebagai contoh yang paling eksplisit adalah
hak untuk mengangkat menteri |Sebagais pembantu presiden sebagaimana diatur
dengan tegas dalam pasal 17 UUD 1945. Namun berbeda pada saat presiden akan
mengubah lembaga atau institusi kementerian negara, hal ini harus dilaksanakan
dengan persetujuan DPR’%. Sehingga yang demikian bukanlah merupakan bagian dari
hak prerogatif presiden.

Ahli ketiga yang didengarkan adalah Zainal Arifin-Mochtar. Zainal menyatakan
tidak sepenuhnya setuju dengan apa yang dikatakan Saldi Isra yang mengutip Bagir
Manan soal apa yang dimaksud prerogative power. Menurut Zainal, prerogatif dalam
makna sejarah konstitusi itu berarti dia memiliki kewenangan untuk beyond
costitution. Itu yang disebut sebagai constitutional power. Dia mengisi sesuatu yang
tidak diatur secara detail di dalam konstitusi. Karena.itu, Zainal mengatakan termasuk
yang membenarkan ketika ‘presiden menarik calon Kapolri. Menurutnya tidak ada
masalah, itu adalah bagian dari constitutional power karena tidak diatur di undang-

undang manapun.”

7 Pendapat ahli Saldi Isra dalam risalah sidang Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XI11/2015 perihal
Pengujian UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Rl dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI,
tanggal 15 April 2015, him. 3-4

3 Opt. 242-243
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Indonesia dapat dikatakan masih belum memiliki bangunan konseptual yang jelas

mengenai hak prerogatifpresiden sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif presiden.

Hal tersebut nampak misalnya pada pernyataan tiga ahli hukum tatanegara yaitu Saldi

(statutory power) atau kekuasaan menurut atau berdasarkan UUD NRI 1945

(constitutional power).

4 https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10819 Diakses pada tanggal 26 Juni 2022,
pukul 19:09WIB
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Berdasarkan uraian diatas jika merujuk pada pendapat Astawa maka dapat
disimpulkan bahwa UUD 1945 hasil perubahan mendudukan menteri-menteri sebagai
pembantu presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden bukanlah hak
prerogatif dari presiden melainkan kekuasaan yang dimiliki oleh presiden yang
diberikan  kewenangannya oleh UUD 1945. Asshiddigie menekankan bahwa
kedudukan menteri berdasar, JUD - Negara, Republik Indonesia Tahun 1945
merupakan Cirl penting bahwa sistem pemerintahan Republik Indonesia adalah
presidensial murni. Presiden mengangkat menteri-menteri tanpa persetujuan parlemen
dan dapat memberhentikan serta mengganti menteri sekehendaknya tanpa persetujuan
parlemen. Oleh karena itu, menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden
bukan kepada parlemen dan tidak bergantung kepada parlemen.

Melepas kedudukan pengertian hak prerogatif yang diberikan oleh pendapat ahli,
yang menjadi poin permasalahan bukanlah apakah pengangkatan dan pemberhentian
menteri adalah hak prerogatif presiden tetapi kemurnian Presiden dalam menjalankan
kewenangannya dalam pengangkatan menteri yang diberikan oleh UUD sebagai salah
satu kewenangan yang tidak dapat diganggu gugat eleh pihak lain yaitu legislatif
maupun eksekutif.

Namun, di Indonesia sejak era reformasi terlihat setiap presiden menggunakan
kekuasaannya dalam pembentukan kabinet sebagai alat untuk membangun koalisi
dengan harapan mendapat dukungan mayoritas di parlemen. Dalam kondisi parlemen
yang terfragmentasi tinggi, koalisi juga diisi oleh banyak partai politik dan jabatan

menteri juga diberikan ke banyak partai politik.
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Di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid fenomena ini sangat terlihat.
Terdapat 7 partai politik yang mendapatkan kursi kementerian di kabinetnya dan 23

dari 34 kursi kabinet didominasi oleh menteri-menteri yang berasal dari partai politik.

Bahkan, de ‘ ambang ‘ dalam periode kedua
pemerin “HQ‘ ..9 mayoritas dan

memena a, masih perlu

d
memperlu Padahal ketika

memasuki berbagai partai
politik dala 56,56% kursi di
DPR."

Kabinet Inc i ; - : P 9 periode 2019-2024

diumumkan ara, Jakarta. Pelantikan

diumumkan pada tahun 2014.”° Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut:

7> http://repository.radenintan.ac.id/16271/2/SKRIPSI%20BAB%201%20%26%205.pdf
6 https://www.cnbcindonesia.com/news/20191023091052-8-109313/jokowi-umumkan-susunan-
kabinet-indonesia-maju-2019--2024 Diakses pada tanggal 26 Juni 2022, pada pukul 19:39 WIB
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Tabel 3.1

No.

Jabatan Saat Ini | Jabatan Sebelumnya Pejabat Partai
. . Ketua Umu Partai .
1 Menterl Koordinator Golkar dan Anggota Airlangga Golkar
Bidang Pereko
‘!ih = = -‘! Y
2 oordinator | ‘t : A le
g Kem vew Golkar
< iten
e = 7 |
3 — . 0. .
@ Gerindra
i
4 # PDI-P
5 [ J
ﬂ Golkar
[ 4
6
; PKB
|
7 ;
ﬁ PAN
8 Y |
NasDem
9 Gerindra
10 .
. Ida F h
Ketenagakerjaan da Fauziya PKB
11 Menteri Desa, Abdul Halim
Pembangunan Daerah Ketua DPR
. s Iskandar PKB
Tertinggal dan Timur
Transmigrasi
12 Menteri Pekerjaan [;ere]:tt:;fif:r:al Basuki
Umum dan g Hadimuljono PDI-P

Perumahan Rakyat

Kementerian Pekerjaan
Umum
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13 e Juliari
Menteri Sosial Anggota DPR-RI Batubara PDI-P
14 Menteri Sosial Walikota Surabaya Tri Risma PDI-P
15 Anggota DPR-RI Yaqut Cholil PKB
16
gerindra
17
NasDem
18
PDI-P
19
PDI-P
20
PPP
21 Menteri Pemude Golkar
Olahraga
Menteri Lingkungan Siti Nurbaya
21 | LIngkting Hl Uy Nasdem

Hidup dan Kehutanan

Bakar

Sumber Data : Wikipedia
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Namun, menurut Asshiddigie, kewenangan presiden untuk mengangkat menteri
tidak boleh bersifat mutlak tanpa kontrol parlemen. Kontrol parlemen berguna agar
kualitas menteri-menteri sesuai dengan bidangnya sehingga dapat mendukung
program pembangunan dan kesejahteraan_rakyat. Asshiddigie memberikan catatan
bahwa prinsip merit system harus menjadi dasar bagi rekrutmen dalam jabatan
menteri karena, sistem pemerintahan'yang dianut adalah sistem presidensial. Sistem
presidensial memberikan keleluasan kepada presiden untuk menentukan kabinetnya
secara lebih mandiri sehingga penerapan merit system lebih mudah dilakukan’’

Pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian  Menteri, Undang-Undang
mengatur tentang persyaratan pengangkatan maupun.pemberhentianMenteri tidak
dimaksud untuk membatasi hak Presiden dalam memilih seorang Menteri, namun
hadirnya ketentuan tersebut dimaksud agar seorang Menteri yang diangkat oleh
Presiden memiliki intergritas, dan kepribadian yang baik, serta memiliki kompetensi
dalam bidang tugas kementerian, memiliki pengalaman kepemimpinan, dan sanggup
bekerjasama sebagai pembantu Presiden.

Sistem pemerintahan Presidensial yang dibangun hendaklah didasarkan atas
pemikiran bahwa Presiden berhak untuk mengangkat dan memeberhentikan Menteri
Negara untuk mendukung efektifitas kinerja pemerintahannya guna melayani
sebanyak-banyaknya kepentingan rakyat. Penyusunan kabinet tidak boleh didasarkan

atas logika sistem parlementer yang dibangun atas dasar koalisi antar partai-partai

7 Jimly Asshiddigie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,(Jakarta:
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 175.
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politik pendukung Presiden dan wakil Presiden. Dengan demikian, seseorang dipilih
dan diangkat oleh Presiden untuk menduduki jabatan Menteri harus didasarkan atas
kriteria kecakepannya bekerja, bukan karena pertimbangan jasa politiknya ataupun
imbalan terhadap.dukungan kelompok atau partai politik terhadap Presiden.”

Artinya, jabatan Menteri negara Republik Indonesia pada pasal 17
UndangUndang Dasar Negara-Republik Andenesia Tahun 1945 itu haruslah disisi
berdasarkan merit system. Itulah konsekuensi dari pilihan sistem pemerintahan pres
masing-masing sebagai pimpinan pemerintahan dalam arti yang sebenarnya guna
melayani kebutuhan dan kepentingan rakyat sehari-hari. Oleh sebab itu,
pengangkatan para Menteri itu haruslah bersifat meritokratis, sehingga mereka pun
dapat bekerja dengan sebaik-baiknya dalam melayani kepentingan rakyat berdasarkan
merit sytem pula.”

Menteri merupakan pembantu kepala Negara, Raja~atau Khalifah dalam
menjalankan tugas-tugasnya sebab, pada dasarnya kepala Negara tidak mampu
menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa bantuan orang-
orang terpercaya dan ahli dibidangnya. Karenanya kepala negara membutuhkan
bantuan tenaga dan pikiran wazir. sehingga sebagiansebagian persoalan-persoalan
kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada wazir
dengan kata lain wazir merupakan tangan kanan kepala negara dalam mengurus

pemerintahan.

’® Inu Kencana Syafiie, Sistem Pemrintahan Indonesia, (Jakarta:Pt Asdi Mahastya, 2011), h. 65.
"http://repository.uinsu.ac.id/5173/1/BARNING%20SKRIPSI%20SEFTI%20NURAIDA%20NASUTION.pd
f Diakses pada tanggal 27 Juni 2022 Pukul 13:35
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Melihat secara menyeluruh, Menteri merupakan pembantu kepala Negara, Raja

atau Khalifah dalam menjalankan tugas-tugasnya sebab, pada dasarnya kepala Negara

tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa

merangkap

terikat dengan tanggunjawab lain. Syarat ini bertujuan untuk menjaga independensi
penyelenggaraan pemerintahan agar tidak terkontaminasi dari kepentingan kelompok
atau organisasi tertentu yang dapat membahayakan serta menurunkan kepercayaan

publik terhadap pemerintah.

80 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentanf Kementrian
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Adanya keterlibatan partai politik terutama ketua umum suatu partai politik
dalam susunan kabinet bukan hanya melanggar larangan rangkap jabatan, akan tetapi
hal tersebut akan mengancam independensi pelaksanaan pemerintahan. dalam
pandangan Miriam’ Budiarjo®..menyebutkan-bahwa Partai Politik secara umum
merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang bahkan anggota-anggotanya
mempunyal orientasi, nilai-nilat, | dan: cita-cita . yang sama yang bertujuan untuk
memperoleh™ kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara
onstitusional .untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. Hal ini
tentunya tidak sejalan dengan pendekatan dalam pelaksanaan pemerintahan yang
menginginkan adanya independensi baik secara struktural maupun secara fungsional.

Penyelesaian masalah ini sejatinya penulis rasa selaras dengan pandangan
persoalan terkait pelaksanaan kewenangan presiden dalam mengangkat dan
memberhentikan menteri yang diatur pada Pasal 17 ayat«(2) sempat mengalami
perdebatan yang cukup substansial. Perdebatan tersebut diawali dengan hadirnya ide
dan gagasan yang disampaikan oleh anggota tim ahli bidang hukum Sri Soemantri
yang menginginkan ketentuan terkait pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian
menteri oleh presiden harus melalui pertimbangan DPR. Berikut ini rumusan Pasal 17
sebagaimana disampaikan Sri Soemantri;

1. Struktur kabinet harus mendapat persetujuan, mendapatkan persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat, karena kabinet itu dibentuk lima tahun sekali.

8 http://www.hukumonline.com/berita/baca/It5a656cd14d05a/menterirangkap-jabatan-pimpinan-
parpol-begini-hukumnya, di akses pada tanggal 27 Juni 2022, Pukul 13:48 WIB
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Jadi, setiap kali ada penyusunan kabinet strukturnya itu harus dapat
persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Dalam mengangkat dan memberhentikan menteri, Presiden harus

diperkuat ole ] 1 da Imawan yang
menegaskan bahwa seti Al , lam pengangkatan
dan pembe Ne i oleh T ‘- ide -L Jape bangan dari DPR,
alasan terse

1. sebagail peringata i politik Presiden. Agar

2. kita berusaha membuat yang namanya Menteri itu kompetitif, dipilih yang
terbaik. Sehingga membuka partisipasi bagi rakyat, sehingga secara tidak
langsung akuntabilitas kabinet itu di depan mata rakyatnya, tinggi. Ketiga,

menjamin adanya kualifikasi kualitas dan akuntabilitas menteri, sehingga

8 Buku IV Jilid 2 Naskah Komperhensif Perubahan UUD 1945, him. 1044
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otomatis menjamin pula kualitas dan akuntabilitas kabinet. Jadi, Presidennya
tidak bisa melihat karena kedekatannya secara pribadi terhadap calon yang

diajukan. Tapi, mungkin orang lain bisa melihat apa kelemahan orang itu. Apa

84
l.

dalam berbagai ha

8 Buku IV Jilid 2 Naskah Komperhensif Perubahan UUD 1945, him. 1045-1046
8 |smail Suny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Jakarta, Aksara Baru 1986, him. 58
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A. Kesimpulan

BAB IV

PENUTUP

an_dan pemberhentian
”» g

‘, tang Kementerian

»>

ana kontrol yurudis

kepribadian yang baik. Namun demikian Presiden diharapkan juga
memperhatikan kompetensi dalam bidang tugas kementerian, memiliki
pengalaman kepemimpinan, dan sanggup bekerjasama sebagai pembantu

Presiden.
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B. Saran

1.

Pengangkatan menteri merupakan yang merupakan Hak Prerogatif Presiden
pada sistem presidensil sejatinya telah banyak karya dan penelitian yang
menyoroti.tentang hak-yang dimiliki.eleh presiden.ini. Dimana pendekatan
yang digunakan pada karya dan penelitian tersebut, seringkali menggunakan
analisis politik. Terjadinya multi partai;dalam sistem demokrasi Indonesia dan

Presidential Treshlod memaksa terjadinya koalisi partai untuk duduk di

bangku eksekutif dan legislatif sehingga menimbulkan titipan bangku dalam

kabinet. Saran yang penulis berikan adalah bahwa sesuai dengan pasal 1 ayat

(3) UUD 1945, pemerintah telah seharusnya menerapkan sistem presidensial

sesuai dengan amanat konstitusi dan menciptakan kemurnian bertatanegara.

2. Hadirnya syarat-syarat di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara menegaskan bahwa kewenangan presiden
dalam mengangkat menteri boleh dilakukan secara bebas terkait dengan
penunjukan menteri dalam kabinet presiden. Akan tetapi, pada praktiknya
presiden tidak selalu memastikan apakah personalia yang ditunjuk untuk
diangkat menjadi-menteri memenuhi Syarat pengangkatan menteri yang
telah diatur dalam Undang-Undang. Sehingga saran yang dapat penulis
berikan bahwa presiden dalam menajalankan kewenanganya harus bersifat
netral tanpa adanya campur tangan atau titip bangku oleh pihak lain.

Sehingga good govermance dapat direalisasikan sebagaimana mestinya.
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